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ABSTRAK 

Penelitian ini dilatarbelakangi berdasarkan Laporan Polisi nomor: LP. 

B/349/IX/2018/JBR/Res.CMH/Sek. Lembang, yang dilaporkan seorang laki-laki 

bernama Asep Suhendar pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 jam 16.30 WIB, 

telah terjadi tindak pidana pembunuhan oleh anak AR terhadap Ella Nurhayati. 

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah terhadap anak AR yang 

diduga melakukan tindak pidana pembunuhan dapat diterapkan Pasal 338 Kitab 

Undang-undang Hukum Pidana dan bagaimana tindakan hukum terhadap anak AR 

menurut dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan 

Anak. 

Penulisan tugas akhir ini disusun dalam bentuk legal memorandum dengan 

sistematika sebagai berikut: latar belakang masalah, kasus posisi, pemeriksaan 

dokumen terkait, dilengkapi dengan landasan teori, pemberian legal opinion, dan 

ditutup dengan kesimpulan dan saran. Penelitian ini mengacu pada dokumen hukum 

berupa bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan 

dengan masalah yang akan dibahas, dan bahan hukum sekunder. Spesifikasi 

penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan fakta-fakta yang 

selanjutnya dianlisis menggunakan peraturan perundang-undangan yang ada. 

Hasil penulisan ini dapat disimpulkan sebagai berikut: Pasal 338 Kitab Undang-

undang Hukum Pidana penulis anggap dapat diterapkan terhadap anak AR yang 

diduga melakukan tindak pidana pembunuhan, hal ini ditinjau dari uraian yang telah 

penulis sampaikan perihal terpenuhinya unsur-unsur pasal tersebut oleh tersangka 

dikaitkan dengan keterangan-keterangan saksi dan ahli dalam berita acara 

pemeriksaan serta hasil olah TKP. Tindakan Hukum terhadap anak AR telah sesuai 

dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, meski 

diketahui dari keterangan saksi ahli bahwa tersangka anak AR mengalami gangguan 

disabilitas, namun penyidik tidak berwenang membebaskannya, karena hal tersebut 

merupakan ranah kewenangan daripada hakim. Oleh karena itu penerapan Pasal 44 

terhadap tersangka anak AR diterapkan oleh putusan pengadilan, hal ini sesuai 

dengan amanat Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak 

yang mengharuskan agar diupayakan kemerdekaan tersangka anak tidak terenggut, 

dengan penerapan Pasal ini maka tersangka anak AR tidak harus mendekam di 

penjara tapi mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Jiwa. 

. 
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ABSTRACT 

This research is based on the Police Report number: LP. B / 349 / IX / 2018 / 

JBR / Res.CMH / Sek. Lembang, who was reported by a man named Asep Suhendar 

on Tuesday 11 September 2018 at 16:30 West Indonesia Time, had allegedly 

committed the crime of murder against Ella Nurhayati. The problem in this research 

is whether against AR children suspected of committing murder can be applied 

Article 338 of the Criminal Law Act and how legal action against AR children is in 

accordance with Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Justice System. 

The writing of this final project is arranged in the form of a legal memorandum 

with the following systematic: background problem, position case, examination of 

related documents, equipped with theoretical basis, granting legal opinion, and closed 

with conclusions and suggestions. This study refers to legal documents in the form of 

primary legal materials, namely legislation relating to the problem to be discussed, 

and secondary legal materials. The specification of this research is analytical 

descriptive, which is describing facts which are then analyzed using existing laws and 

regulations. 

The results of this paper can be concluded as follows: Article 338 of the 

Criminal Code against AR children suspected of committing murder has been 

considered appropriate by the author, this is reviewed from the description that the 

author has conveyed regarding the fulfillment of the elements of the article by the 

suspect associated with statements which the witnesses convey in the minutes of the 

examination. Legal actions against AR children are in accordance with Law No. 11 of 

2012 concerning the Juvenile Justice System, although it is known from expert 

witnesses' testimonies that AR child suspects have a disability impairment, 

investigators are not authorized to release him, because this is the domain of authority 

rather than the judge. The application of Article 44 paragraph 3 of the Law on 

Domestic Violence against child AR suspects can also be applied because it has 

fulfilled the elements and provisions contained in the article. 
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